BAB Il
TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian
1. Pengertian Perceraian secara Etimologi/ Terminologi.

Pengertian perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
berati perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu
sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai
suami istri”.

Dalam istilah figh perceraian dikenal dengan istilah “Talak”
terambil dari kata “itlaq” yang menurut bahasa artinya “melepaskan
atau meninggalkan”. Menurut istilah syara’ talak ialah melepas tali
perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Jadi, talak itu ialah
menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan
perkawinan itu istri tidak halal lagi bagi suaminya.®

Pengertian Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974, meskipun perkawinan dimaksudkan untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat bagi
pasangan suami istri yang memeluk Agama Islam, namun dalam
perjalanan kehidupan rumah tangganya juga dimungkinkan timbulnya
permasalahan yang dapat mengakibatkan tercantumnya keharmonisan

ikatan perkawinan.

! Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada
Media, 2003), h. 192.
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Menurut Kompilasi Hukum Islam Perceraian merupakan salah
satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 113 KHI, yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat
dikarenakan 3 (tiga) alasan sebagai berikut:

a. Kematian

b. Perceraian

c. Atas Putusan Pengadilan
Menurut Pasal 114 KHI menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang
disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau
berdasarkan gugatan perceraian oleh istri. Selanjutnya, menurut Pasal
115 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan
sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha
dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya
perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan
bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan sunnatullah, meskipun
penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian
suaminya, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan
peretengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri,
tidak lagi fungsional secara biologis.’

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah
“Putusnya Perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan Pasal 1 UU
No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki

2 Suparman Usman, Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum
Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 245-
246.

%Juhaya S. Pradja, dkk, Perkawinan dan Perceraian, Keluarga Muslim,
(Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 49.
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dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah
putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan
berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri
tersebut.*

Dalam KHI pun ditegaskan bahwa seorang suami yang akan
menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan, baik lisan
mapun tertulis, kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat
tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang
untuk keperluan itu.” namun, KHI agak berbeda dengan Undang-
Undang Perkawinan. Di dalam KHI dibedakan antara perceraian yang
diakibatkan karena talak dan perceraian karena gugatan perceraian.’
Permohonan cerai talak dilakukan oleh suami dan diajukan kepada
Pengadilan Agama, sedangkan gugatan pereeraian diajukan oleh istri.

2. Rukun dan Syarat-Syarat Perceraian.
Rukun Perceraian ada tiga, yaitu:
a. Suami yang mentalak; dengan syarat baligh, berakal, dan
kehendak sendiri.
b. Istri yang dithalak.

c. Ucapan yang digunakan untuk mentalak.’

*Muhammad Syaifuddin,dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika,
2013), h. 18.

>Syparman Usman, Hukum Islam...., h. 247.

SSuparman Usman, Hukum Islam ...,. h. 247-248.

"Muhammad Rifa’i, Figih Islam Lengkap, (Semarang: Toha Putra, 1978), h.
483.
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Syarat syarat sahnya talak baik yang berlaku untuk suami, istri,
atau sighat talak adalah sebagai berikut:® Berakal sehat, Telah
baligh, dan Tidak karena paksaan
3. Dasar Hukum Perceraian.

a. Menurut Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada
Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 113 sampai dengan
Pasal 116 di dalam Kompilasi Hukum Islam.®
Adapun masalah perceraian dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHP) termuat pada Pasal 199.%

b. Dasar Hukum Perceraian Menurut Islam.
Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan
selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang, dan saling
mencintai supaya terwujudnya perkawinan yang sakinah,
mawaddah, warakhmah.
Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil
apabila akan terjadi salah paham antara suami-istri, salah satu
atau keduanya tidak melaksanakan kewajibannya atau
sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam

rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan kembali.

8Abdul Aziz Muhammad Azam, dkk, Figh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan
Talak (Jakarta: Img)rint Bumi Aksara ,2015), cetakan kedua, h.263.
Suparman, Hukum Islam, ..., h. 245,
10 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Balai
Pustaka Persero 2014), cetakan empat puluh satu, h. 46.
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Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk
dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak
lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri,
maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari
keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau
perceraian. Ketentuan Perceraian itu didasarkan pada al-

guran dan al-hadis, berikut:

z .z G = ¢ .- wﬁ/ A L A B AP _
@\t&& Gy ] 08 cazals o M= dll -3 BTa 0l
Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi
kecukupan kepada masing- masingnya dari limpahan karunia-
Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha

Bijaksana. (An-Nisa, ayat 130)."

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus
ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan
mencukupkan karunia-Nya kepada masing-masing suami dan istri.

Dasar hukum perceraian dalam bentuk hadis, salah satu hadis yang

paling masyhur oleh Imam Abu dawud:

Us oy 2 o oty op Gme e W 1 et Wt e (ST U o
s @ e J ) anl JB ey ade &) Lo I e e ) e
Sl

Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Katsir bin Ubaid:
Katsir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari
Muhammad bin Khalid dari Mu’arraf in Washit dari Muharib bin

Ditsar, dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda : Perkara halal
yang paling dibenci Allah adalah Perceraian.

1 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama Rl,
Al-Quran dan Terjemah (Depok: Jakarta 2005) h. 9.
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4. Bentuk-Bentuk Perceraian dalam Hukum Islam
Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya
perkawinan yang diatur dalam hukum islam, yang dapat menjadi
alasan-alasan hukum perceraiannya dan bermuara pada cerai talak dan
cerai gugat yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No.
9 Tahun 1975, dapat dijelaskan sebagai berikut.
a. Talak
Perceraian (talak) dalam suatu perkawinan, sebenarnya jalan
terakhir setelah diupayakan perdamaian. Talak memang
dibenarkan dalam agama lIslam, tetapi perbuatan itu sangat
dibenci dan dimurkai oleh Allah, sebagaimana sabda Rasulullah

Saw:
A e I (2 J B erbo B J 5oy O jos ol 0
(V-(L;Lb Jj\b }3\ ob)) é Sl

Dari  Ibnu’Umar, sesungguhnya Rasulullah bersabda:
Perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah talak. *
(HR. Abu Daud Dan Hakim)."

Menurut Al-Jaziry mendefinisikan:

e sane (il ala lati ) - KA ) G Ol
Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau
mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-
kata tertentu."®

2Muhammad Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam,
(Jakarta: Prenada Media, 2006), cetakan kedua, h. 103.
13 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat,..., h. 192.
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Islam sungguh telah menetapkan beberapa batasan dan sejumlah
syarat untuk talak, yaitu sebagai berikut:

1. Dari segi individu, ia harus seorang yang baligh, berakal, taat, dan
terpilih. Maka talak tidak terjadi pada anak kecil, orang gila, orang
yang dipaksa, dan orang yang mabuk.

2. Dari segi ucapan, para ulama figh menyatakan bahwa talak tidak
terjadi kecuali menggunakan kata-kata yang jelas dengan talak,
seperti”engkau aku talak™.

3. Adapun dari segi tujuan, talak haruslah dengan memakai ucapan.
Bagi orang yang berniatdalam dirinya mentalak istrinya dan tidak
diucapkan dengan talak maka talaknya tidak terjadi.

4. Adapun dari segi jumlah, Alquran telah menjadikan talak tiga kali
secara terpisah.

Berdasarkan firman Allah swt:

&

P
7 - -z fs ’:’E . > fs -2 7 . :{/ ﬂ/‘ -
@j... ~‘.“>-/l:g @fm}}‘%ﬁj‘% .i“.m.n/l.% 9[_:(/-(-9‘_1’14_”

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang makruf. (QS. Al-Bagarah (2): 229)."
5. Dari segi kesaksian, menurut mayoritas ulama figh bahwa

kesaksian adalah wajib dalam talak . berdasarkan firman Allah swit:

P

- R R I S 5
2 a8l 5SS 36 (b LA k..

4 yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI,
Al-Quran dan Terjemah (Depok: Jakarta 2005) h. 36.
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Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil

di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan

kesaksian itu karena Allah (QS. Ath-Thalag (65): 2)."

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan
sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi
halal bagi suaminya.*®
b. Syigaq

Syigaq menurut bahasa dapat diartikan “Pertengkaran”,
sedangkan menurut istilah syigaq berarti krisis memuncak yang
terjadi antara suami isteri, sehingga antara keduanya tidak dapat
dipertemukan (diselesaikan) dan kedua belah pihak tidak dapat
mengatasinya.

Karena hal ini dan lainnya dari berbagai pertimbangan,

Allah Yang Maha Bijaksana menurunkan firman-Nya:

[BARICEEPNA RIS Uy Olas 25as Ol

S d w

C?J}LA.}LNJPQK&‘Q‘ W&ldgyb;l.@ll.pful

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara
keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki
dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang
hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah
memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah
Mahl? Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa’(4):
35).

!5 vayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI,

Al-Quran dan Terjemah (Depok: Jakarta, 2005), h. 84.

16 Ali Yusuf As-Subki, Figh Keluarga, ... h. 330.
Y Ali Yusuf As-Subki, Figh Keluarga, ... h. 322.
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c. Khulu

Menurut para fugaha, Khulu’ adalah perceraian dengan
disertai sejumlah harta sebagai iwadh’ yang diberikan oleh istri
kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan
perkawinan, baik dengan kata khulu, maupun talak.

Hukum Islam memberi jalan kepada isteri yang
menghendaki  perceraian  dengan  mengajukan  khulu
sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk
menceraikan istri dengan jalan talak.'®
Dasar hukum disyariatkan khulu’ firman Allah dalam Al-
Bagarah ayat 229:

27 gt a4.7  ~g ="‘.f 3:.5514 [ //&
P

- 228

P . 2 %3
(= A 390 e Yl

tidak halal bagi kamu mengambil kembali suatu yang
telah kamu berikan kepada mereka (Istri) kecuali
apabila keduanya khawatir tidak akan dapat
menjalankan hukum-hukum Allah.*®

Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan hal ini, diantaranya,

Dari Tsauban radhiyallahu’anhu, Nabi shallahu’alaihi wa sallam
bersabda:

Bkl dss |y lde o) 2 Wb Lo 18 BB L Lomgy o L3l il @)

Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk

dicerai tanpa kondisi mendesak maka haram baginya bau surga
(HR Abu Dawud no 2226, At-Turmudzi 1187).

¥Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, ..., h. 192-221.
Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, ..., h. 220-221.
20 Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, ( Indonesia: Maktabah Dahlan, 1434 H).
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N
Tl el S0 Sl s
Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah
pakaian bagi mereka (QS. Al-Bagarah (2): 187).%
d. Fasakh
fasakh bermakna pembatal ikatan pernikahan oleh
pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang
dapat dibenarkan pengadilan Agama atau karena pernikahan
yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.
e. Li'an

Li’an ialah ucapan tertentu yang digunakan untuk
menuduh istri yang telah melakukan perbuatan yang mengotori
dirinya (berzina) alasan suami untuk menolak anak.??

Akibat li’an adalah terjadinya perceraian antara suami
istri. Bagi suami, maka istrinya menjadi haram untuk selamanya.
la tidak boleh rujuk ataupun menikah lagi dengan akad baru. Bila
istrinya melahirkan anak yang dikandungnya, maka anak itu

dihukumkan tidak termasuk keturunan suaminya.
el JB s e 1 s OF gie ) o5y a8
Gl olg)) Legke B eV 0 IS LSIT A e oS L

(e s

Dari Ibnu Umar ra. Bahwasannya Rasulullah SAW.
bersabda kepada dua orang (suami istri) yang telah tuduh
menuduh, “perhitungan kalian berdua terserah kepada Allah.

2! vayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI,
Al-Quran dan Terjemah (Depok: Jakarta 2005) h. 29.
*’Mohammad Rifa’i, Figih Islam Lengkap, ... h. 496.
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Salah seorang di antara kamu berdus mesti ada yang berdusta.
Tak ada jalan lagi bagi engkau untuk kembali kepadanya.?®
f. Ta’lik Talak
Pada prinsipnya ta’lik  talak, adalah  suatu
penggantungan terjadinya jatuhnya talak terhadap peristiwa
tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya
antara suami istri. Sedangkan dalam KHI pada Pasal 45
menyatakan bahwa taklik talak merupakan perjanjian
perkawinan, karena isi taklik talak tidak boleh bertentangan
dengan hukum Islam,
g. lla/sumpah
Menurut istilah hukum Islam, ila ialah sumpah suami dengan
menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada istrinya
itu, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya
atau empat bulan atau lebih.?
Dasar hukum ila’ ialah firman Allah surat Al-Bagarah ayat
226-227:

2 8.7 2oa.. O

a0l 55 gl e 093 il

,T/" £
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Kepada orang-orang yang mengila’ istrinya diberi tangguh
empat bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada
istrinya, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha
penyayang. Dan jika mereka berazzam bertetap hati untuk talak

2Sohari Sahrani, Figh Keluarga, Menuju Perkawinan Secara Islami,
(Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h. 315.

? Suparman Usman, Hukum Islam,..., h. 234.

25 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, ..., h. 234.
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maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha tau (Q.S
Al-Bagarah ayat 226-227).%
h. Zihar adalah ucapan suami terhadap istrinya yang berisi
menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami, seperti
ucapan suami terhadap istrinya.
Akibat hukum zhihar yang bersifat duniawai ialah menjadi haramnya
suami menggauli istrinya yang zhihar sampai suami melaksanakan
kafarat merupakan denda atau tebusan untuk menghapuskan kesalahan
karena melakukan suatu pelanggaran, terdapat dalam firman Allah
dalam (QS Al-Mujadillah ayat 3).

w

o 335 A 10 W 035m0 5 Ll e Dl 2D
B . Ao oage © 3o 2SS g B
D> Osbesd Ly Al oy Toske 550 Lalaz o) J3
Orang-orang Yyang menzhihar isteri mereka, kemudian
mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan,
Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak
sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah
yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui

apa yang kamu kerjakan (QS Al-Mujadallah ayat 3).?
Sedangkan kafarat zhihar yang wajib ditunaikan suami adalah
memerdekakan budak mukmin yang tidak memiliki cacat, yang bisa
menggangunya bekerja dan berusaha agar tidak mengulang perkataan

dan sikap yang buruk.?

%6 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI,
Al-Quran dan Terjemah (Depok: Jakarta, 2005), h. 36.

? Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI,
Al-Quran dan Terjemah (Depok: Jakarta, 2005), h. 542

28 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, ..., h. 228.
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Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Al-Mujadilah ayat 1:

B _J 585 e g b 3 5
5 s ot 1 5) US55 i
Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita
yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya,
dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah
mendengar soal jawab antara kamu berdua.Sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.?®

h. Murtad (Riddah)

Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan bahwa apabila salah
seorang suami istri murtad sebelum terjadi persetubuhan, maka
nikah terkena fasakh menurut pendapat mayoritas ulama.
Dituturkan dari Abu Daud bahwa pernikahan tidak terkena
fasakh sebab kemurtadan, karena menurut ketentuan dasar
nikahnya tetap sah.

5. Alasan-Alasan Hukum Perceraian dalam Hukum Positif.
a). Alasan Pemutusan Hubungan Perkawinan.
Khususnya UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam
PP No. 9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudian telah dipositivasi
dalam Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat.*
Jadi, di dalam Pasal 113:
Perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian.

2% Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI,
Al-Quran dan Terjemah (Depok: Jakarta, 2005), h. 36.
¥9syparman Usman, Hukum Islam, ..., h. 245.
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Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974, kematian sebagai
salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu
pihak baik suami ataupun istri meninggal dunia.

Kematian suami atau istri dapat mengakibatkan sebuah
perkawinan putus dengan sendirinya yaitu terbilang sejak
terjadinya kematian. Adapun bagi istri yang ditinggal mati
olen suaminya harus menjalani masa berkabung (iddah)
selama 4 bulan 10 hari.

2. Perceraian.

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian
dijelaskan pada pasal 114 yang membagi perceraian kepada
dua bagian, (1) perceraian yang disebabkan karena talak dan
(2) perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian.

3. Atas putusan Pengadilan.™

Berkenaan dengan perceraian harus dilaksanakan di depan
sidang pengadilan, di dalam KHI pasal 115 dinyatakan :
“Perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan
Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak™.

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik atas
kehendak bersama maupun kehendak bersama maupun
kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu
adanya campur tangan dari Pemerintah, namun demi
menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari
pihak suami dan kepastian hukum, maka perceraian harus
melalui saluran lembaga Pengadilan.*

Pasal 116:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-

alasan:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,
pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar
disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2
(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan

h.170.

*Muhammad Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, ...,

%2 suparman Usman, Hukum Islam, ... ..., h. 246.
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tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima)
tahun atau hukuman yang lebih berat setelah
perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau
penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang
lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit
dengan  akibat tidak dapat = menjalankan
kewajibannya sebagai suami istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Suami melanggar ta’lik talak;

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan

terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.*

> @

6. Tata Cara Menyelesaikan Perkara Perceraian.

a.

1)

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama disebutkan pada Pasal 65 bahwa perceraian

hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dengan cara

pemeriksaan ldentitas para pihak-pihak meliputi:

Prosedur dan proses Penyelesaian Perkara cerai Talak (Suami):

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (suami) atau

kuasanya :

a) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada
Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah (pasal 118 HIR,
142 R.Bg jo. Pasal 66 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU 50 Tahun
2009).

#suparman Usman, Hukum Islam, ... ..., h. 246.
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2) Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama/
mahkamah Syar’iyah :

a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon
(Pasal 66 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009).

3) Permohonan tersebut memuat :

a. Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman
Pemohon dan Termohon;

b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);

c. Petitum ( hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).**

2. Prosedur dan proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat (lIstri):
Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (lstri) atau
kuasanya :

1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada
Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah (Pasal 118 HIR, 142
R.Bg jo Pasal 73 UU No 7 Tahun 1989):

a. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada
Pengadilan agama/ Mahkamah Syar’iyah tentang tata cara
membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal
58 UU No 7 Tahun 1989);

2. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/
Mahkamah Syar’iyah:

a. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah
disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan

diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah

3 “prosedur dan proses penyelesaian Perkara Cerai Talak”, http://www. Pa-
rembang.go.id/, diunduh pada 20 Juli 2012, pada pukul 21.36 WIB.
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yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat
(Pasal 73 ayat (1) UU No 7 tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2)
UU No 1 Tahun 1974);
3. Permohonan tersebut memuat :

a. Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman

Pemohon dan Termohon;

b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);

c. Petitum ( hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).*

3. Pemanggilan Administratif/ biaya pendaftaran gugatan
Pemanggilan Administratif, adalah bagian dari proses dalam
mengajukan gugatan perceraian, dan sebelum mengajukan
perceraian atau mendaftarkan perkara gugatan perceraian para
pihak-pihak biasanya dikenakan biaya administrasi yang
berkisar antara Rp. 500.000. (lima ratus ribu) sebagai panjar
biaya.*

4. Kewenangan Relatif Peradilan Agama.

1. Permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang
meliputi daerah hukum tempat kediaman Pemohon (suami),
dalam hal Termohon (istri) sengaja meninggalkan tempat
kediaman bersama. (Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No 7
Tahun 1989).%’

% «“Tata Cara Perceraian Masyarakat Beragama Islam Menurut Hukum
Nasional”, http://www.kompasiana.com/, diunduh pada 31 Desember 2013, pada
pukul 08.40 WIB.

% «penyelesaian Perceraian”, http://www.nasional kompas.com/, diunduh
pada Jumat, 19 November 2010, pada pukul 14.34 WIB.

8 “Kompetensi Relatif pada Perkara Cerai Talak”, http://www.
Perkara.net.go.id, diunduh pada Jumat, 25 Januari 2013, pada pukul 09.15 WIB.
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Pemanggilan pihak-pihak.

Pemanggilan pihak-pihak dalam perkara cerai dilakukan sama
dengan panggilan dalam perkara cerai talak.*®

Pemeriksaan Perkara.

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh majelis hakim
selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah berkas atau surat
gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan.*

Upaya Perdamaian/ Mediasi.

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan
pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan
mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang
bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh
kedua belah pihak.*’

Pembuktian

Pembuktian di muka Pengadilan adalah merupakan hal yang
terpenting dalam hukum acara karena Pengadilan dalam
menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan
pembuktian.*

Putusan

Putusan disebut vonnis (Belanda) atau al-gada’u (Arab), yaitu
produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang

berlawanan dalam perkara yaitu, Penggugat dan Tergugat.*?

% |ka Atikah, Hukum Acara Peradilan Agama, (Serang: Media Madani,

2017), h. 57.

% |ka Atikah, Hukum Acara Peradilan Agama, ..., h. 73.
“0 |ka Atikah, Hukum Acara Peradilan Agama, ..., h. 82.
*! |ka Atikah, Hukum Acara Peradilan Agama, ..., h. 105.
*2 |ka Atikah, Hukum Acara Peradilan Agama, ... , h. 131.
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7. Akibat Terjadinya Perceraian.

Akibat yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara
seorang suami dengan seorang istri maka ikatan perkawinan menjadi
putus, selain itu akan berdampak terhadap anak, adanya penjatuhan hak
asuh anak, dan lain sebagainya.®

Beberapa akibat hukum berdasarkan Pasal 149 KHI, yakni
sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib :

a. Memberikan Mut;ah yang layak kepada mantan istrinya, baik
berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut gabla al-
dukhul.

b. Memberi nafkah, maskah dan kiswah kepada mantan istri
selama masa iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak

ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil.**

B. Tinjauan Umum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

1. Pengertian Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang
Penghapusan dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PDKRT
Nomor 23 Tahun 2004).

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,
dan/atau penelataran rumah tangga termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan

*<pengertian Perceraian Menurut Islam Para Ahli, dan Undang-Undang”,
http;//www.landasanteori.com/, diunduh pada Jumat, 18 September, 2015, pada
pukul 09.30 WIB.

* Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Liberty, 2017), h.
164.
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secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ( Pasal 1 angka 1
UU PDKRT). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.%

Adapun kekerasan dalam hal ini terdapat dua pandangan, yaitu
kekerasan menurut hukum Islam, dan Kekerasan Menurut Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasasan
dalam Rumah Tangga.

a. Kekerasan Menurut Hukum Islam

Dalam Islam kehidupan suami istri merupakan hubungan kerja
sama kedua belah pihak untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang
mawaddah wa rahmah (penuh cinta dan penuh kasih sayang) dan
sakinah (kedamaian). Dalam mewujudkan kehidupan tersebut Al-
Qur’an memberikan petunjuk bagi suami istri.

Bagi seorang suami harus mampu menciptakan kehidupan
tentram dan harmonis dalam rumah tangganya. Dapat memposisikan
istrinya sebagai teman bergaul yang baik. Sebagaimana firman Allah
SWT dalam Al-Qur’an surah An-nisa ayat 19:

a}/,: ET,/74} 285 = fc.ﬁa/"’ ¢t a2, - _C
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Dan bergaulilah dengan mereka secara patut. Kemudian
bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah)
karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal
Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (Q.S. An-
nisa ayat 19).%

*Guse Prayudi, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah
Tangga, Lengkap dengan Uraian Unsur-Unsur Tindak Pidananya, (Yogyakarta :
Merkid, 2015), h. 164.

*® Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama Rl,
Al-Quran dan Terjemah (Depok: Jakarta, 2005), h. 80.
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Dari ayat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa Al-Qur’an
telah menggariskan dalam hubungan suami istri harus berdasarkan
mu’asyarah bi al-ma’ruf. “ dengan prinsip mu’asyarah bi al-ma’ruf,
persoalan yang timbul dalam urusan rumah tangga bisa terselesaikan
dengan baik. Namun, sangat disayangkan hal semacam ini jarang
diterapkan dalam rumah tangga muslim, selalu pada suami sebagai
orang yang paling berhak dalam pengambilan keputusan.

Sehubungan dengan kekerasan fisik, Islam telah memberikan
batasan-batasan tertentu yaitu melalui taahapan-tahapan. Firman Allah

SWT dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 34:
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Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka
nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur
mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka
mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha
Besar (Q.S. An-Nisa’ :34)."

Dengan adanya tahap sanksi-sanksi seperti yang terdapat dalam

surat An-Nisa ‘: 34 ini, Al-Qur’an justru ingin mencegah pemukulan

*" Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama Rl,
Al-Quran dan Terjemah (Depok: Jakarta 2005) h. 84.
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terhadap istri dan secara bertahap menghapuskannya. Sabda Nabi
Muhammad SAW setelah itu menunjukkan pelanggaran pemukulan
terhadap istri.

b. Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Pasal 4
adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam
rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah
tangga.*®
2. Objek Kekerasan dalam Rumah Tangga ialah: Istri, Suami, dan
Anak.
dan setiap anggota lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari yang
sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
adalah istri dan anak.
3. Jenis-Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan yang dialami perempuan khususnya istri sangat
banyak macamnya, baik yang bersifat psikologis, fisik, seksual,
maupun penelantaran rumah tangga, atau bentuk kekerasan lainnya
yang mengakibatkan istri terluka baik jasmani maupun rohaninya.*®

4. Faktor-Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Tindak kekerasan dapat juga terjadi karena adanya beberapa

faktor pemicu atau pendorong dan akan dijelaskan secara terperinci

sebagai berikut:Masalah Keuangan, Cemburu, Masalah Anak,

*®Guse Prayudi, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah
tangga, ..., h. 9

*Guse Prayudi, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah
Tangga, ..., h. 32.
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Masalah Orang Tua, Masalah saudara, Masalah Masa Lalu,
Masalah Salah Paham, Masalah Tidak Memasak, Suami Mau
Menang Sendiri.*®

5.Sanksi Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) juga
diatur mengenai KDRT yang dilakukan oleh suami pada istrinya, yaitu
pada Pasal 356 yang berbunyi:

“Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah,
ibu, istri, atau anak diancam hukuman pidana”.

Ancaman hukumannya berdasarkan pada Pasal 351 KHUP:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana paling lama dua tahun
delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu
rupiah.

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah
diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima tahun).>

Kemudian dalam Pasal 44 dijelaskan:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam
lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.00 (lima belas
juta rupiah).

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
olen suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan

**Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Snar
Grafika, 2010), h. 74-80.

*'Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Jakarta: Bumi
Aksara, 2011), cetakan dua puluh sembilan, h. 125..
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pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-
hari dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) bulan atau
denda paling banyak Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah).>

*?Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, h. 15.



